RUPATI LUWU TIMUR
PROVINSE SULAWES] SHEIATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 332 /F-04/ VITYTAHUN 2020

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT. BANK
PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN BARAT

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2)
. Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah,
perlu menetankan Keputusan Bupati tentang Pembentuikan
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT. Bank
Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);
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. g Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
i . Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 NMNomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenlang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomeor 13 Tahun 2019 *entang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201






tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

| 5. Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 t{entang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
| Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
| Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
| telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
| Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
| Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
| Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

|
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
\ Tahun 2016 Nomer 114, Tambahan Lembaran Negara
. Republik Indeonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeo
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Peraturan DPresiden MNMomor 87 Tah

mor 87 Tahun tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
. Tahun 2011 tentang Pembentukan  Peraturan

Perundang-Undangan {Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80U ‘tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentern
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok  Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, t,s






Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
‘ Daerzh Kebupaten Luwu Timur Nemor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Kcuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingltingan  Pemerintah  Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Luwn Timur Tahun 2019 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTIISAN RUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PI. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN

BARAT,

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PT.
Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat,
dengan susunan keanggpgotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
mempunyai tugas scbagai berikut :

} a. menelaah dan mengkaji Rancangan Peraturan Daerah
| . tentang Penvertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
l PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat;

b. menyusun penjelasan atau keterangan vang memuat
pokok pikiran dan materi muatan yang diatur dalam
Rancangan Peraturan Daerzah;

¢. melakukan pembahasan bersama Tim Pansus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

d. melakukan koordinasi dan konsuitasi terkait rancangan
Peraturan Daerah tentang penyertaan medal Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur Kepada PT. Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan Barat; dan

€. menvampaikan hasil kajian kepada Bupati sebagai
bahan pertimbangan persetujuan penyertaan modal
Pemerintah Daerah Kepads PT. Bank Pembangunan
Daerah Sulawesi Selatan Barat. ¢



KETIGA : Segala biaya vang dikeluarkan akibat penetapan dan

pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED)

: Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)

Badan Pengelclaan Keuangan Daecrch Kabupaten Luwu
i Timur Tahun Anggaran 2020;

| KEEMPAT : Keputusan Bupati 1mm mulai berlaku pada tanggal
| ditetapkan. ¢
| Ditetapkan di Malili
I BADM'SPEN;EELLOmFKKE%T:&%::SJAERAH pada tanggal 24 Agustus 2020
TINATTED
, ~ KABUPATEN LUWU TIMUR BUPATI LUWU TIMUR,
: feo~ TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA -
ASISTEN F MUHBAMMAD THORIG HUSLER
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 332 /F-04/VIII/TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PT.
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN BARAT.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TiM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWES! SELATAN BARAT

Penanggung Jawab : Bupati Luwu Timur
Pcmbina : - Sekretaris Daerah Kabupaten Lﬁwu Timur
. Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sekretaris : Kepala Bagian Hukum
Anggota : 1. Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan

Pendapatan Asli Daerah (BPKD)

2. Kepala Bidang Penagihan Pendapatan Asli
Daerah, Dana Traasfer  dann Lain-lain
Pendapatan Daerah (BPKD)

3. Kepala Subbidang pada Bidang Pendataan dan

Penetapan Pendapatan Asli Daerah (BPKD)

4. Kepala Subbidang pada Bidang Penagihan
Pendapatan Asli Daerah, Dana Transier dan
Lain-lain Pendapatan Daerah (BPKD)

S. Kepala Subbagian Peraturan Perundang-

. Undangan (Bagian Hukum)

6. Staf Bidang Pendataan dan  Penetapan
Pendapatan Asli Daerah (BPKD]j

7. Staf Bidang Penagihan Pendapatan Asl
Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain
Pendapatan Daerah (BPKD)

Staf Bagian Hukum 9

%0

STEMPEL PARAF KOORDINAS!
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

idees TEL AH DIPERIFSA
SEVDA
ASISTEN
KABA?
KABID
HASUBAG / KASURBID

BUPATI LUWU TIMUR,

MUKBRAMMAD THORIG HUSLER
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